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Abstrak

Pemulihan atau recovery atas keuangan negara sekarang ini sudah
merupakan fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi, yang kemudian dijembatani dengan dimuatnya ketentuan uang pengganti
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis regulasi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi saat
ini, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam
tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan.

Penelitian hukum ini, menggusiakan metode pendekatan penelitian hukum
empiris. Penehtlan yuridis empl i .-""ﬁ":"* enelitian hukum dengan menggunakan
elihat, dan menganalisa masalah-

1"5 "‘b\rupa pembayaran uang
'\ rumen penting untuk

lahpunakan ke kas

membayar uang agnya sinergi antara
jaksa, instansi t untuk mengatasi

: @ ara
hambatan  tersebt 1; N E 9 g u a- & an regulasi, termasuk

pengetatan ketent n efektivitas pemulihan
kerugian negara s, V.'.J;" &a‘i'{t,ilﬂi-vjm-,zqm ahan korupsi. Temuan ini
diharapkan dapat mgnjadi acus um dalam menghadapi

tindak pidana kOI'upSI.
Kata Kunci: Korupsi; Uang Pengganti; Keadilan.



Abstract

Recovery of state finances is currently the main focus in addition to
preventing and eradicating criminal acts of corruption, which is then bridged by
the inclusion of provisions on replacement money as regulated in Article 18 of Law
Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning
Eradication Corruption Crime. The aim of this research is to find out and analyze
the current regulations for paying replacement money in criminal acts of
corruption, knowing and analyzing the implementation of paying replacement
money in criminal acts of corruption based on the value of Justice.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical
search using legal principles and principles in
rewewmg, wewmg and analy2|. g esearch, in addition to reviewing

This research d| 1 shipent in the form of payment of
compensation for ) an-.important instrument for
recoverlng st Y ; Ihe.crime of replacement

. However, its
legal processes,
e light subsidiary
rch emphasizes the
s, and a transparent
':fo evaluate policies

f
ovisions, to increase

g sub f
ecoyerin ] g s ﬁg and pi te justice and prevent

corruption. It is' [ eference for improving
the legal system |h \ ﬂ"""‘l""lsf} ‘f?'i? r"*»!tnjqﬂ"l?'m on.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas

hukum (Rechtsstaats), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka

(Machtsstaat) diatur secare ~ tubuh yaitu pada pasal 1 ayat
Y.

pal KU arioe
: 3 an bahwa yang harus
Wy

'v, nkenegaraan adalah

. /é atau anggota

f
_,’I atau melakukan

atu hukuman atau

sanksi karellhl uatanqyd tersebut- U bihpada era globalisasi saat ini, yang
Azl ant

4 | ",
ditandai deng: )aNoani| ‘L"vl‘f#ﬂﬂ"l-‘-""“ dan teknologi, yang mana

disatu sisi memberikan manfaﬁ? bagi manusia, tidak hanya dalam hal
komunikasi tetapi juga mempermudah bagi manusia untuk menjalankan
pekerjaan, bahkan aktivitasnya sehari-hari, akan tetapi di sisi lain
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga mempunyai

dampak negatif jika disalahgunakan, seperti untuk melakukan kejahatan atau

! Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan
Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Al Qadau, Vol 8 No 1, 2021, him 509-534



tindak pidana, dan bahkan tindak pidana semakin banyak terjadi tidak hanya
dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak.?

Selain itu, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa,
tetapi juga pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dengan berbagai modus
operandinya, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga seluruh
rakyat Hal tersebut membuktikan bahwa adanya adagium yang menyatakan

bahwa semakin miskin suatu_bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat

kejahatan konvensio# encuri perampokan, penipuan,

hinya benar. Dampak negatif

s
: u N W 4-1-; E .ﬁ = & {15|a Tindak pidana
merupakan p"e , 7 u""'p |@iﬂu’=ﬁ*fl.uu]mmﬂ|ﬁh ang dan diancam dengan
i

"

|
pidana, di mana pengertian perbuata

aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga

perbuatan yang bersifat

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya

2 Beni Kurnia Illahi, Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam
Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad),
Jurnal Hukum Peratun, Vol 6 Nomor 1 Februari 2023, him. 35-56

3Edi Setiadidan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum
Di Indonesia, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, him.



diharuskan oleh hukum).* Sebagaimana disebutkan, salah satu tindak pidana
yang termasuk dalam kejahatan luar biasa adalah Tindak Pidana Korupsi.
Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hukum yang
melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh individu yang memegang
kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah. Korupsi
dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk suap, pemerasan,

penyelewengan anggaran, atifikasi. Tindak pidana ini merusak integritas

¥
\\ UNISSULA
e Muﬁ"-‘j {’Odt.’l- .-ml]-d'ill_li’v Jt

pengawasan, dan

korupsi, yang biasanya
meliputi uang tunai, properti, kendaraan, dan investasi. Penyitaan aset tidak
berguna untuk menghukum sipelaku kepada negara atau masyarakat yang
dirugikan. Selain itu, penyitaan aset berfungsi sebagai langkah preventif untuk

mencegah pelaku korupsi memanfaatkan hasil kejahatan mereka dan

4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2010, him. 48
> Lola Yustrisia, Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Menara llmu, 1X Jilid 1 No. 75, 2017, him.

95.



menghindari hukuman. Langkah ini mencerminkan komitmen terhadap
penegakan hukum dan keadilan dalam upaya pemberantasan korupsi secara
menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi
PBB Melawan Korupsi (UNCAC) merupakan gerakan untuk meberantas

tindak korupsi. Konvensi ini, yang diadopsi pada tahun 2003, memberikan

kerangka kerja yang kom- pencegahan berbagai tindakan. Melalui

pek, termasuk
hukum yang

O

¥
w Nﬂgg ua& plik dan swasta, guna
menciptakan ?"Fu*‘-'-y !Lff‘ﬁ:}'yﬂluf:ﬁfﬂpg?ﬁ { korupsi.”

mdak pidana korupsi ini

sebagaimana terpahami secara langsung telah berdampak kerugian atas
keuangan negara, berdasarkan data yang direlease oleh Indonesia Corruption
Watch (ICW) melaporkan potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi di

Indonesia pada tahun 2021, ICW menilai kerugian negara sebesar

6 Astuti Nur Fadilla, Dkk, Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Maluku
Melalui Uang Pengganti, Jurnal Litigasi, 24, 2023, him. 265.

7 Evans Emanuel Sinulingga, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui
Mekanisme Gugatan Perdata, Lex Administratum, Vol. V, No. 4, 2017, him. 117.


https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir

Rp62.930.000.000.000,00 (enam puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh
milyar rupiah) angka tersebut meningkat 10,9% dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Angka tersebut juga merupakan yang terbesar dalam 5 tahun
terakhir.  Kerugian negara yang ditangani Kejaksaan  sebesar
Rp62.100.000.000.000,00, (enam puluh dua triliun seratus milyar rupiah)
sementara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya

Rp802.000.000.000,00 (delapg atus dua milyar rupiah). Besarnya kerugian

keuangan negara d; sumb beberapa perkara, di antaranya

adalah korup5| KOn ' > “ v ific_Petrochemical Indonesia

""h" plah) perkara

s?a"

* ” a
NISSULA
) ; 1"“"“"‘&;} “'E;#SL .E.-.q,«#w'n.
dimaksud, tenthﬁya‘sfe'ca'ra‘larrgwng

dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Kepada pertumbuhan ekonomi

Dikarenakan hal tersebut maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
secara simultan harus tetap dilakukan, upaya pemberatasan tindak pidana

korupsi tersebut tidak cukup hanya pemberian atau penjatuhan saksi pidana

8 https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-
pada-2021 diakses 11 Oktober 2024



https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021
https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021
https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021

penjara kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi yang lebih
penting adalah adanya upaya pengembalian atas kerugian keuangan negara
yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut, upaya pengembalian
atas kerugian keuangan negara bertujuan untuk memulihkan atau recovery atas
keuangan negara.

Pemulihan atau recovery atas keuangan negara sekarang ini sudah
merupakan fokus utama disq ping pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana korupsi, yan fani dengan dimuatnya ketentuan uang
..-..'" Ty i
U

I Rp62.930.000.000.000,00

) "‘- ¢ j-"‘ )

w o ' iah) berdasark
3 g irrupiah) berdasarkan

em o Pl @t II p

putusan pél u w W Qs gj] jant ﬂ, / /{)utus hanya sebesar

|

Rp1.400.000.000.080:00. (8 !@ﬂ;tl.‘.?,lq:rml,.f. ‘
L1
seakan akan Pmsverry—aras—keru I

mustahil dapat dilakukan.

ilyar rupiah), artinya

t tindak pidana korupsi

Contoh Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Skh. Pengadilan Negeri
Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa
pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa AS menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda



sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4
(empat) bulan; Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa
sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bentuk
pemulihan keuangan negara, dengan ketentuan apabila pidana uang pengganti

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

memperhatikan keadaan yberatkan dan meringankan, maka pidana
yang akan dijatuhkan_ orhs [dakwa sebagaimana akan ditentukan

u .f‘

qt‘-? E adil. dan mendidik, baik untuk

dalam am 5 b
melind //G?’ 2 : binas erdakwa dan ataupun
E

= /i
’ E 'éknyasangatluas,
)

pemerintahan hingga

ht
w r.r@ E Eﬁ. @ W nor A engatasi masalah ini,
diperlukan refo "w»u-%".ah"@‘.?bl‘mlﬁ:?am!,@ penegakan hukum yang
i

L1
konsisten, tran%p‘ararrsi‘d’alam‘peﬁge ofaa er daya, serta upaya preventif

dan edukatif untuk mengubah pola pikir dan praktik yang telah lama

berlangsung.

Melalui PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang
Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, negara berkomitmen untuk
memberantas korupsi dan memastikan apa yang sudah diambil akan

dikembalikan ke tempat asalnya, sebuah proses yang dikenal sebagai "asset



recovery.” Peraturan ini mengatur penerapan pidana tambahan berupa
kewajiban harus mengganti sesuai yang telah di ambil, dengan tujuan
memulihkan aset yang hilang dan mengembalikan keuangan negara. Dengan
adanya PERMA ini, diharapkan proses pemulihan aset korupsi dapat berjalan
lebih efektif dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam bentuk Tesis. dg judul Analisis Pembayaran Uang

Pengganti Dalam Tindal

B. Rumusan Masala :l//

1. (o i Mengan L['l;;tz; ulast pembayarat Z;ng pengganti dalam
tindak pitARCEIAC D 'ép’-"b%ml,a-

Mengetah&‘dﬂ?\_rrré‘mm

dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan

bayaran uang pengganti

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum
terhadap pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak

pidana korupsi;



b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;

c. Diharapakan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum
pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap pelaksanaan
pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

ormasi kepada

/‘: an pembayaran

U N W :zh;.'g U ha ﬂ la masyarakat terhadap

\KSaian g bayanl LA pENGgantl dalam tindak.pidana

korupsi.

E. Kerangka Konseptual
1. Analisis
Analisis merupakan kegiatan yang, meliputi beberapa aktivitas.
Aktivitasaktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan

memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk



dikategorikan dengan tujuan terntentu kemudian dicari kaitannya lalu
ditafsirkan maknanya.
2. Pembayaran Uang Pengganti
Pidana uang pengganti adalah pidana tambahan terhadap
terdakwa berupa keharusan membayar berupa uang pada negara
sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sesuai

dakwaan yang diningadilan.

Pidana tambal gngganti demikian diatur dalam Pasal

W
AYang i o oG
MO\ oLl 256 olyineln

idak hanya berdimensi
kejahatan terorganisir (organized crimes), melainkan juga sebagai
lintas negara atautransnasional (transnational crimes), bahkan juga
dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes).
Pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya secara

terorganisir, mempunyai  perusahaan-perusahaan,  mempunyai

® Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana Il. Fakultas Hukum Undip.1984, him: 37

10



organisasi yang rapi, beroperasi di beberapa negara, yang ketika
kejahatan korupsinya terbongkar maka penegak hukum akan kesulitan
mencari pelaku dan hasil kejahatan korupsi karena telah dilarikan ke
luar negeri termasuk pelakunya juga melarikan diri. Korupsi
merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau
perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi

atau orang lain.1

f
J t" Kamus Bahasa

ak memihak, tidak
|

. ¥
bera'tull u ﬁw ﬁ g g W nd jt.g‘ pahwa suatu keputusan

dan NG '@ﬁkrl’i’a’a‘.-q‘-m!f-}- bjektif. Keadilan pada
L1

etiap orang tidak sama, adil
menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang
menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus
relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap

10 Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, him. 231.
11 Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika,
HIim. 168.

11



skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai
dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.?

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai
dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam
sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam

hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh

/ /ﬂntuk menjawab

f
arya ilmiah hukum

L
U @‘ a g ﬁ U nuk ﬂ dsarkan pembidangan

i -~ ; L] 1 L1 - ..
ﬂqu I %?&Lﬂnﬁ'-la-jnm?hh tesis ini menggunakan

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk men-
jabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.

Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti

12 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua,
Kencana, Jakarta, 2014, him. 85.

3 1bid

14 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, him. 79
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keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan
dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral
yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau
tidak.t®

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan
hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum

mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.

h sebab itu, hukum

&8
U ﬁ.q a s@ mj Lﬂ. Dagal basis bekerjanya
|1 ™ =
hukur ﬂuwy'@‘«dgl'c" aftara dunia nilai-nilai atau ide-ide

dengan\mn‘i'a‘kéﬁya‘m

dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat

ukum bergerak di antara

hukum diterap-kan.!’

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan,

15 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan Kesatu, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

18 1bid.

7 1bid., him. viii.
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maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang
mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di
mana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak
sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri,

tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan

&F
08 feligl 3 SUGLA
)\ MLMLHI@Q!Q%L.@:WE@

serhﬁhggmngm

mata masyarakat;

c. Berkaitan dengan fasilitas, terbatasnya tenaga penegak hukum baik
kuantitas maupun kualitas, terbatasnya sarana dan prasarana baik

kuantitas maupun kualitas serta kurangnya dana bagi lembaga, dan

18 Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke | s/d VIII dan Konvensi
Hukum Nasional 2008, Pustaka Magister, Semarang, 2008, him. 36 dan 37.
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kesejahteraan yang kurang memadai bagi penegak hukum;

d. Terlihat gejala-gejala adanya kegelisahan dan keresahan pada
sebagian anggota masyarakat yang disebabkan antara lain oleh
kurang adanya jaminan perlindungan hukum, kurang adanya
perlakuan yang sama di dalam hukum, penyelesaian perkara yang
kurang cepat, tepat, dan murah. Selain itu, kurangnya kesadaran

njadi hambatan dalam penegakan hukum di

penegakan  hukum

yang ditempuh apabila
sehingga masyarakat
keterpaksaan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari pe-

negakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

19 Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, him. 123.
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mempengaruhinya, yaitu: 2
a. Faktor hukum (undang-undang);
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut

berlaku dan diterapkan,

A /-
Ej‘ ['ﬂ ﬁ E@I u Lﬂ 1 /penyimpangan dalam

|1 ™ =
proses | *"‘"!-uﬂ"-!ir I&m _cl."”i‘-h-j‘-?.ﬂm!@« venang-wenang (willkeur)

yang m

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa bekerjanya lembaga

penegakan hukum, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh

20 soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1983, him. 5.

2L Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara,
Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, him. 11.
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patokanpatokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-
perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Namun, kultur lembaga
penegak hukum, sangat memegang peran yang penting.
Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana
dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai
dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan,

dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional 2

Ej: ﬁgl i g's u L & ' "fkonsep kesejahteraan

dan keb """"!’l‘-"."-!g !@‘%ﬂﬁi!hhﬂ&ﬂﬁ’ﬁ- sme yang dipelopori dan

i
L1
dikembﬁngmyafh‘befb apat bahwa segala seuatu yang dapat

menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki

pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.?*

22 Anis Mashdurohatun, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi
Pada Karya Cipta Buku), Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, him. 109.

2 Ipid.

24 Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah
Vol. 11, No. 2, 2019, him. 128-142
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Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat
yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan
pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian
sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi
hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan

regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

P
CHNISSULA

ﬂ""“f"y !@ﬂﬂﬁlﬂrﬂaq‘.‘;ﬂe'ﬁh ar/oleh Aristoteles dalam

*~Untuk mengetahui tentang
keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a)
tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan;
dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter.

2 Nui, Teori Keadilan Adam Smith, http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in diakses 20
November 2023

% Aristoteles, Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt diakses 20
Oktober 2024
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Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan
berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter
yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah
ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari
pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan

melakukan sesuatu dengan

>

cara yang tidak adil. Tidak mungkin

diperlakukan secarg

sesu 3 ‘ sorang rela menderita karena
""/ -% ’ UadK @ C S

apabila orang lain tidak melakukan

L1
G. Metode Penelitian
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu
masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

27 Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah
Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. Nusantara: Jurnal
Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, Vol 1 No.1, 2022, him 1-25
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metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.?®
1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian
hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan
menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan
menganalisa masalah-mas; ah;- dalam penelitian, selain itu meninjau
pelaksanaan hukur]], "'w- penelitian empiris merupakan

v o
v N a gg u Lﬂ. /ﬂljadlkan acuan dalam

| ’ [ : :
- M’U«gy I@ﬁ#ﬂ'u- hadap perkara pidana, tentunya juga

-+

Dengan menggunakan
pendekatan statute approach dan case approach, maka akan dapat disajikan
jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Statute approach

merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-

28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1985), him. 6
29 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990, him. 33.
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undangan, sedangkan case approach merupakan suatu pendekatan yang
didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.*
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu
penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang
berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum

positif yang menyangkut perma alahan yang diteliti. dikatakan deskriptif
karena dari peneli akan diperoleh gambaran secara

menyel (/

Pl ) \ I carena kemt a A lag ] a“sa terhadap
- han mé Jkan ie \ um, asas-asas
f

dua, yaitu bersumber
¥

penyedlall U N l @ s u ak A umber yang hanya
AN AL PO A A CT SV R L arus diolah terlebih

enis data yang dipergunakan
dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara
langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan

dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara

% Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2015, him. 39.
%1 Ibid, him. 9.
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secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang
diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang
menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini
merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau
penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan
dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

da p nGii
a lll cyd

W
UNISSULA
Pl i AMoslieluimola

1" tentang Kitab Undang-

/I

ang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana;

4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

32 Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010, him. 31.

22



5) PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang
Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

a) Buku-buku kepustakaan;

b) Jurnal hukum;

3 _ memberikan petunjuk
\~\~.~u er dan sekunder,

&
UNISSULA
4. Teknik PERARDME U'i““blelqmlp

an diperoleh dengan cara
sebagai berikut:
a. Data Primer (Data Lapangan)
Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara (interview) dengan menggunakan alat penelitian yang
berupa daftar pertanyaan (questioner). Pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar questioner yang
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telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan
tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar
pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data,

sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka

yang ada

&F
UNISSULA
5. Teknik AtialisisData. | |@?be

'rgl’fha litian ini adalah analisa

Kualitatif yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi
pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai
dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian
dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan

dari dari permasalahan penelitian.

33 Sudarwan Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2012, him. 62.
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Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan
metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang
berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis
dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.®* Hasil
penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara
deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan

tujuan agar diperoleh suatl

-

gambaran yang menyeluruh namun tetap

an gambaran umum

., v
UNISSULA /

1 “ .
mengenai isi 13 LL&.E "-’i’f;',‘_‘,ﬂiﬁ',l_.l;i_‘.m!.@.
i

laporan ini ad;\IHh‘WUa'gHi‘beT'

Bab | : Pendahuluan

igunakan penulis dalam

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan
masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka
teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il : Tinjauan Pustaka

% 1bid, him 63.
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Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan
dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam
menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang
Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Korupsi, Tinjauan
Umum tentang Uang Pengganti, dan Korupsi dalam
perspektif Islam.

Bab Il itian-Dan Analisis

\> dari rumusan masalah yang akan

| e
II\II‘\.I U iﬁ 3:@. W L& asil temuan dalam
‘&:’Euﬂﬁﬁyl 131 el
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

e ann

. ya. Sedangkan
UNISSULA
) ;:#:{] ¢ ‘U-‘“ 4

<) utik, pada prinsipnya
Hukum Pidana-adatah-yang-fie entang-kegjahatan dan pelanggaran

terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana
yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana

bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada

% Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang,
1986, him. 9

3% M. Van Bemmelen, Hukum Pidana | Hukum Material Bagian Umum, Binacipta, Bandung,
1987, him. 17
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norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya
norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau
dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan
standar dalam memahami makna dan konsep hukum.®’ Notohamidjojo

mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis

a:bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia

w N i g\' E w g J‘_To‘l elah dikaitkan dengan

a2l R I": A .?-uﬂj-r]ufn. deritaan yang bersifat khusus.

suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan
yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana

terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-

87 Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan

Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung,
2003, him.6

3 0. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, him.121
39 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,

2005, him.2.
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keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan
tersebut.*

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan
hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang
untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan

tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat

f

melindl} 10 W W ﬁ 5?5‘.' w ik & JIIﬂ/ang tanpa batas dari

|1 ™ =
pemerintah mﬂlﬂ? I@?bmhrh /
i
L1
Karakteristik hukum ada isertai dengan ancaman dan

sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang

salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.
Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan

ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan

40 p.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2008,
him.1-2
41 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him.3.
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tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum
mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata
tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa
hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.*2

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota

masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya

keseimbangan dan keda am kehidupan mereka. Para pakar hukum

r
-
2 1 7
C L

i —_
Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan

memiiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai
pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum

atau tindak pidana.*

42 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai
Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, him.25-26.

43 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2003, him.20

4 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Cetakan
Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, him.24-25.
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Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah
hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur
hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada
masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum
yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia
memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa

manusia hukum tidak dapg. disebut sebagai hukum. Hukum merupakan

bagian yang mene m': y.sebagai subjek dan objek dalam

ﬂ /
U W m nGe s W Up: ,ﬁ, jékat, hukum dalam

penerapanL el y l "fj’;'{ -r‘ﬂ..,uml 111 um tertulis dan hukum
tidak tertulis, Datam hokom to

dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan

ebut dengan undang-undang

masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi
dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum
perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara
seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur

kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara
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dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah
kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum
publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum
administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan,
hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat

memberikan sebuah n yang komprehensif tentang apa yang

U N i 5% U el ﬂ @mbangunan itu sendiri

'y} - I
: fﬁuﬁy I@ﬁiﬂﬁ!ﬂl-@ﬂ'ﬂn%ﬁh intuk menentukan suatu

pidana) selalu terkait dan
tidak terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu
bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.*®

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara

atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering

45 Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, him.2

46 Oscar Stefanus Setjo, Umar Ma'ruf, Investigation Of Children Which Conflicting With
Law In Narcotics Criminal Acts In Law Area Of The Semarang City Police Jurisdiction, Jurnal
Daulat Hukum, Vol 3 No 2, 2020, him 283-291
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dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap
perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk
diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan
sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa
pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak
pidana (strafbaar feit), yaitu:

trafbaar feit adalah suatu handeling

ang diancam dengan pidana oleh

o ig\.# dengan hukum (onrechtmatig)

Z
b~
g

g

/
salahan | | @':Q dan [kem: AN bertanggungjawab
ioerekerit g“d o) d "'j:ﬁf?ls@- 7Menurut Van Hamel

Y epe
C

seseorang yang
membaginya

sur

objektif yang

engan yang dirumuskan oleh

Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan
mana bersifat dapat dipidana.*®

2. Menurut Vos bahwa Strafbaar feit adalah suatu kelakuan

(gedraging) manusia yang dilarang oleh undang-undang

47S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-
Petehaem, Jakarta, 1996, him.200.
“8 |bid., him. 201.
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diancam dengan pidana.*

3. Menurut Pompe bahwa Strafbaar feit adalah suatu
pelanggaran kaidah (pengganguan Kketertiban hukum),
terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana
pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban
hukum dan menjamin kesejahteraan umum.>°

Jadi, menurut konteks.di atas dapat disimpulkan bahwa disamping

/\ da sifat melawan hukum, kesalahan,

L

':"I:":'ELL?L‘Ii;”@r?kﬂiﬂlmﬁzﬂd?!;_.- srupakan singkatan dari

sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu
tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu
tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu

golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang

49 1bid., him 201.
%0 1bid, him. 201.
*bid., him. 203-204.
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bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda,
dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau
kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari
barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika
ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (natuurlijk persoon) saja

melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petind suatu tindakan yang terjadi harus ada

ZE

L
CNISBULAL
ih ﬂﬂ’uﬂ‘g I@ﬁ#&#!?ﬂlu{fﬂiﬂ%?v hersifat melawan hukum.

Dan tidak ada terdapat dasar-

melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa

asan yang meniadakan sifat

ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu
adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan
sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar)

dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.
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Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai
dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang
dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang
langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya
untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan

kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki

turun tangannya penguasa. _

n perkataan lain suatu
tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana
Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan
ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah
terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya.

Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan
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(kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab,
maka dari feit meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan
demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen
yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.

2. Sifat melawan hukum.

3. Pertanggung ja.

Dalam Kitab Ui igi-:Hukum Pidana (KUHP) diadakan

i *&LMM 'tempatkan dalam Buku 11

{ 41 MG : Fapi di dalam Kitab

r-’:atau pelanggaran.

kesadaran hukum

Yse Fiohoed | E,'Q | (3iress), kepada delik hukum (rechts
I Beelenldl gaalatiol il

—

at dirasakan sebagai tindakan

yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang

menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru

dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan
hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan,

pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik
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undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan,
peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain
sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar
pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan
tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak
dapat dibenarkan oleh masyarakat (zedelijk of mattschappelijk

ongeoorloofd).

(5
: W N m E g u & ﬂ dut ketentuan berat atau
ringannya'a 'H”#.?'é_«“{;v’?nlrﬁwh

pidana lebih merupakan
objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama
dengan ilmu hukum pada umumnya, lalah perbuatan atau tingkah laku
manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi
objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup
sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga

masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat
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penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Itu
dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya
(bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana
(perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut
pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari
sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (das Sollen),

g meninjaunya dari sudut Ini dapat pula

sehingga lImu hukum g
disebut lImu hu' sedangkan sudut pandang kedua

rﬁ,sqsh pela a dari-sudut faktual atau dunia

: 4&3? )02 1l mu : 'H\ nya dari sudut
yUte ‘ 7 )Ida patut dicatat,
Liy

J

kemasyarakatan yang

o
normatlﬁll natieve maaischappij Vietense y

|1 ™ =
! M’ L] 1 L 1] -
tentang huht m,-.- q.ryl,‘im 5 Q’-ﬁﬂ-nmﬁih-- an' llmu normatif tentang
i

aitu ilmu normatif

kenyataan ti ehidupan bermasyarakat.
Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum
pidana positif. llmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat
disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana
materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. limu hukum pidana positif

ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti

sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogmadogma yang
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ada dalam hukum pidaria positif yang saat ini sadang berlaku (ius
constitutum), sedangkan ilmu hukum pidana norrnatit/ dogmatik dalam arti
luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya / sebaiknya /
seyogyanya (ius  constituendum). Jadi ilmu  hukum pidana

normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana

positif.

dasarnyamempelajari

- [

masalah'| mana sebalknya -t w nSdah ’Ilr"fdibuat, disusun dan

digunakan, ﬂ*’u«"_‘;"@ Hmengendaikan  tingkah laku  manusia,
L

L1
khususnya ﬁmuk‘rrren’anggulaﬁ‘gi

mensejahterakan masyarakat. Jadi IImu hukum pidana mengandung jvga

rangka melindungi dan

aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/
kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan
hukum pidana, sasaraadressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan
jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti

kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana
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mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan
mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum
pidana (kekuasaan forrmulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang
dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan
untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan
kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan

eksekutit/ administratif).

=

sistem dine ; ain praktek penegakan hukum, namun

'. \ onsep ' KL ii'i-g Uy Sering, | an tidak mudahnya

menjelaskab E'@ 'J":ﬁ»ja,ujh'mﬁl_@- in) yang ada atau yang
L
|

ingin dimasukkan ke datam Ko

reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak

bahkan sering mendapat

bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam
KUHP atau yang ada di dalam Konsep KUHP): tetapi sekedar ingin
mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan sesuatu (ide/
konsep/sistem) yang lain'baru, hambatan pertama just akan muncul dari

mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/ sistem
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yang lama. Hal lain vang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan
dan pengembangan ide/konsep/sistem lain (baru) khususnya dalam upaya
pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga
dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di
perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada Ilmu

Hukum Pidana positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP

(WvS), sulit diharapkan adg ya:'pengembangan.
k

lImu H if.lebih bersifat statis karena yang
..-..-" '..

b /
han hukum) vang barsital statis deu gutin Inilah, tedebih apabila
saf ‘;\!"Jl.w_‘lf I@ﬂ‘?{j}liﬁl..ﬁiaa!,?, enjadi salah satu faktor

i
L1
penghambaf‘up‘aya—pvngmbar'{ba an hukum pidana.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang

demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama
perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan
hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarii suatu reorientasi dan
reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa

Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang
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melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan
hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral
hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti
dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan
hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam

hukum pidana merupakan pempgerminan dari ideologi politik dari suatu

.".-.

d
tentang '. lﬁ w l E 3 U 128} Ift an tentang kriminalitas

|1 ™ =
(kejahatan) mfudy'@“bl&umh /
i
iungkapkan di atas, wajar

pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa "the

central problem of the criminal law is and will remain political in
character". Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana
menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat
melalui perggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk

melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-
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nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang
terakhir ni bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara
“The basic political values, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah
menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas
adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan dengan sanksi
pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan

terhadap sistem nilai atau morali

.".-.

as tertentu yang ada di dalam masyarakat.

ya merupakan beban dan
amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di
samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan
internasional Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-

penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka

52 Barda Nawawi Arief, Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong
Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum
Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994

44



sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau
tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.
Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan

global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis

v
understoog | 0 permitit-ig operats cffecin h|n the community it
serves. O m’“"'y ' Mﬁ-u»ﬁ.&“ﬂ#‘lu / rness and Consistency

'|

should be e"nS“UTE'd_at‘a?iﬁtaﬁés 0

pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis

. aspek-aspek sosial dari

pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan
dan harus diberikan prioritas paling utama. Bahwa aspek-aspek sosial dari
pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi
penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama,

tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi
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internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan,
kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta
memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidupdalam lingkungan yang
sehat.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti,

bahwa masyarakat dengaq _seluruh potensinya harus dipandang sebagai

a “community

> Perlu untuk

v
U N E E‘. &' olu ﬁ ng ada di masyarakat.

e L]
! 1 . .
. "":gj"l"l!y I"fy‘*?!;:ﬁ‘!ﬂle“ﬂi?!,#- ystem” atau “informasi

L
system”.>

Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat
berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar
jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi,

untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih

53 Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, him 4
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diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa
menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social
defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan

penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki

”"!LLE"? Iép 4, sangat luas dan tinggi
kompleksita%ﬁya._H’a‘l"rrTi'wai da hakikatnya kejahatan

merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang

memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial

ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan

5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, him. 2.
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gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia
merupakan socio-political problems.®

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah
usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (criminal politic).
Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat.

adalah merupakan bagian dari

ang merupakan bagian dari

1]

/a | penanggulangan kejahatan yang
3(((\
afl _fh o berbeda dengan

W
“H N I .E Q W L ﬂ an kejahatan dengan
melnll) gt lolyinela

ewat jalur “penal” lebih

Upaya penanggulanfcgém
menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/
penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih
menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan)

sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar,

% Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, him. 72.
%6 Ibid him 87
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karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan
preventif dalam arti luas.>’
Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,
bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

a (Upaya Penal)

bahwa upaya

ang dilakukan sesudah
kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan
hukuman terhadap kejahatan yangtelah dilakukan. Selain itu,

melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka

57 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, him. 188.

%8 1bid him 46
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menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan
maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy,
criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses
penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan

hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-

hal:

epresif, namun sebenarnya
juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman
dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek
pencegahan/ penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu,
kebijakan penal. tetap diperlukan dalam penanggulangan
kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana

kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat
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(social

dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social

disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan

menjadi sarana “perlindungan sosial” (social defence). Oleh

karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan

bagian integral dari “social defence policy”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang

mengemukakan tig alasan yang cukup panjang mengenai masih

3 /\\ 1 pidana, adapun intinya sebagai

BB
w@sgsnﬂ_ﬂ asil itu dan nilai dari
Astlhol)! éﬂfﬁ;:ﬁ.'al.-.q::ﬁ.a!,@-

\_b‘)_Prd'a_DSEn aha perbarkan atau perawatan yang tidak

mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di
samping itu harus tetapada suatu reaksi atas pelanggaran-
pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan
tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata

ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk
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mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga
masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi

Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa

penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih

sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana

esif juga memiliki sisi preventif untuk

\ ang taat pada hukum tidak ikut

,*\ i 3 idana penjara

guaraspar ik tujue anaan, yaitu aspek

v
UNE@E%L& 3 éalikan tindak pidana
‘;*"H"'H Iéjﬁk\‘ﬂﬁj.-@'fmﬁb 3s (antara lain

rasa aman, memperbaiki
kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat
kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan
yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai

tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan

%9 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, him 224
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kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-
wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat
maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh
mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria
efektifitas dilihatdari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat
ain, kriterianya terletak pada seberapa jauh

ditekan. Deng
B //\\

efek pencegahs gneral prevention) dari pidana penjara

&
JNISSULA

Mu’#—ﬁ'éﬁiﬁuF.'Jm:;:?.ﬂ‘!«?: %/ berdasarkan masalah-
atas dapatlah
dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat
membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau
tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan

dengan banyak faktor.

80 1bid him 225
61 1bid him 229
62 1bid him 230
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Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat
tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan.
Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin
dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi
efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau

dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan

karena pidana f.-m at dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan

dalam hal pidafi dak mungkin diwakilkan oleh orang

-
N

a (Upaya Non

f

Ir-" bahwa upaya

W
U N x gg @j Lﬂ. ukum pidana. Upaya

e L]
mﬁuﬂ#-?‘@ﬁﬂ;:!ial...ﬁ:.mr!,.:} g lebih menitikberatkan

ang berupa pencegahan
sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau
kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung

dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

83 1bid him 72
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Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan
kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana
di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat
dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan
pendidikan sosial dalamrangka mengembangkan tanggung jawab
sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat

melalui pendlama dan sebagainya; peningkatan

usaha—usah .«f ' dan remaja; serta kegiatan patroli

¥
I 8afene non-penal sebenarya’mempunyai kedudukan yang

“l{“"uffﬂul ‘5'_’159! fang posist kunel yang harus diintensifkan

criminal .%*

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur
“non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya

kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor

64 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
2010, him. 159
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kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu
antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi
sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat
menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan
demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan

global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan

g :1:;&-!!5- afa S ingga upaya ini
PAL e ‘
w diutamakan daripada
L

engatakan : Dilihat dari
efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada
upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal
telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah

lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik

8 M Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him 20
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kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah
dan lebih mencapai tujuannya.®

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non
penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-
faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau

tidak langsung dapat:menimbulkan atau menumbuh suburkan

L
U l.a l g&,’; u g_-a& r ‘Lejahatan di luar jalur

uk ﬂﬁu:b!.yl@‘."t?’iﬁr!.uﬁiﬁﬁlqr lapat digunakan untuk

berapa catatan kongres

PBB tentang “the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial,
ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap

bertanggung  jawab  timbulnya  kejahatan (kriminogen).

 W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, Ghalia Indonesia, Bogor,
1995, him 167

57 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Bab VII
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Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu
mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di
masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang
hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan
oleh sistemperadilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu
diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta

mengatasi  faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor

/
Ui 9"“‘.3 Kejahatan, denga Tindakan Preventf,
6D M%?Iiﬁ%* 'I’ E

—% :
Nawaw et mengemukakan

konsep
penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu
dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka

Soedarto,®® mengemukakan konsep upaya penanggulangan

% Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal
Sasi,Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014 : him. 47-52.

89 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, him. 113-116.
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kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif,
dan kuratif.
1) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang
merupakan bagian dari politik kriminil. Politik kriminil dapat
diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti

sempit politik kriminil itu digambarkan sebagai keseluruhan

&P
w ]@ W E @ w L ﬂ ma-norma sentral ini

atlal !@#ﬂﬁuﬁlﬂ:x‘ﬁa{@. angan kejahatan. Usaha-

a preventif sebenarnya bukan
hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan
dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan
tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana).
Misalnya, kegiatan bakti sosial dapatmenghindarkan para
pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa

masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat
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atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan
mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

2) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan
(tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai

idana. Ini semua merupakan bagian-

Ej “w a LQE‘I ﬂ I I“. ititikberatkan kepada

E"“*’-g'éﬁj*”&lrﬂﬂ!m melakukan kejahatan.

I ratif datam arti nyata hanya dilakukan oleh
aparatur eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga
pemasyarakatan  atau pejabat  dari Bimbingan
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka
ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya
melakukan pembinaan terhadap para terhukum pidana

pencabutan kemerdekaan.
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Secara teoritis tujuan pemidanaan sangatlah jelas, sehingga
penetapan sanksi terhadap pelanggaran pidana juga harus ditetapkan
dengan jelas, sehubungan dengan tujuan penetapan sanksi tindak
pidana dimaksud. Namun demikian peran lembaga legislatif tidak
kalah pentingnya, karena sebagai lembaga yang (seharusnya)

merepresentasikan hati nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan

L
g Jkejanatand el U Lﬂ )ada pembinaan serta
e MM'E? Ié?‘d i pelakabisa / ginsafi kejahatan yang

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada
hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan
masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan
(social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa
disebut juga politik kriminalmemiliki tujuan akhir atau tujuan utama

yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai Kkesejahteraan
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masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy)
itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law
enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian
dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam
kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada
hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu

mencapai kesejahteraan sosial.*°

arakatan lainnya yang
2 [0 -'va?rt\ 3 150
\ UiISSULA s
B. Tinjauan Um f“’“"k"@ﬂb%&h
1. Pengertian W

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni

corruption atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap.
Korupsi disebut ghulul dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan
kepercayaan (amanah). Korupsi juga memerlukan kekerasan, degradasi,
amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai al-suht,

yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan
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antara seseorang dan pihak berwenang. Secara umum, korupsi adalah hasil
dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang
menjadi tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dan ia juga
mengatakan bahwa sistem politik Indonesia memiliki tradisi panjang dalam
kekurangan kedua hal tersebut.

Menurut Andi Hamzah, busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari

kesucian, kata-kata atau ucapan:yang menghiha atau memfitnah.”® Korupsi

merupakan gejal / dapat duumpal dimanamana. Sejarah

pembuktian bahwe

it ) } algKa
'% i L bang, berubah sesuai

lah tingkah laku yang
menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh
para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas

tingkah laku tersebut.”

0 Andi Hamzah, Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan, C.V. Akademika
pressindo, Jakarta, 1984, him 3

1 Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, Kamus Saku Bahasa Indonesia, Arloka Offset.
Surabaya

72 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, him.
168.
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Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan
merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan
kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan
keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah,
penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi
dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan

dibawah kekuasaan jabatannya.:Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu

/A\w r atau suatu golongan merupakan

apTh: }d’lbuh yang sudah

.~
1aka bag an tubuh itu harus
&

impang dari tugas-tugas
resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang
menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau

melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.”™

73 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, Sinar
Grafika, Jakarta, 2016, hIm. 5

74 Jawade Hafidz, Op.Cit., him. 3

5 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, him. 31
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Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
2 76

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap

'f/ang didelegasikan
/

&
ed| govel, JieHvedy ipWe iy t'e Iaku korupsi adalah
Y -Graiitya ani lé‘r'?; eroleh ~kekiasan

atau wewenang dari

dan—memanfaatkannya  untuk

kepentingankepentingan lain.

b) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari
pejabatpejabat yang melakukannya.

¢) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link,

76 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
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atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa
bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau
kepentingan umum.

d) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk
merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan
korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan

bertentangan dengan t

{ngkinan besar akan
¥ o
t Eﬁ @@ g Q @ u @ ﬂ, 2ng sudah kian menjadi
barang langki ‘;‘:’u““g léﬂbm#h
2. Jenis-JenislkI'Tn'd?ik‘P‘i'dHn'aK'(')\rupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W,

terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:"
a) Korupsi Transaktif (Transactive Corruption), menunjuk adanya

kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima

7 Jawade Hafidz, Op.Cit., him. 169

78 Ibid him 170

S Kusumah M.W, Tegaknya Supremasi Hukum, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001,
him. 141.
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demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif
diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia
usaha atau bisnis dengan pemerintah.

b) Korupsi perkrabatan (nepotistic corruption), yang menyangkut
penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai
keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.

c) Korupsi yang memeras.(exfortive corruption), adalah korupsi yang

epad /\\L\ biasanya disertai ancaman teror,

'-":*’leaﬂg | iﬁ’{:-!

f) Kort}}'ﬂ_O‘mW {

dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak

uption), yaitu korupsi yang

lain yang terlibat.

g) Korupsi suportif (supportive corruption), adalah korupsi dukungan

(support) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.
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Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo
sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi
menjadi dua, yaitu:8°

a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke
permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang
didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi),

dan sebagainya. Faktor

1) Memperoleh kenyamanan hidup.

2) Memperoleh kekayaan materi.

3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

80 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi
(Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 16.
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Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak

pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai berikut:®!

a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang

Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).

b) Tindak pidana - Menyalahgunakan Kewenangan,
Kesempatan :"fv-/\u: u Kedudukan (Pasal 3).

P

@ x@ u gﬁ u jele & dan Surat Berharga
\ Feellud/| Zonlnlelusinala
g) Tind i psi I I Memalsu Buku-Buku dan
Daftar-Daftar (Pasal 9).
h) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta,

Surat, atau Daftar (Pasal 10).

i) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang

81 Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia
Publishing, Malang, 2003, him. 33
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Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).

J) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan
Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa
Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan,

Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan

(Pasal 12).

U w = ‘ﬂ"’% u L&. Zn (UNCAC) Tahun

2003 yang ;MM*"-E '@"?&Fuﬁlﬁﬂﬂd‘-lﬁi dang-Undang Nomor 7

Tahun 200 I Nations  Convention Againts
Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup
korupsi ternyata lebih luas, yaitu:®

a) Penyuapan pejabat publik nasional (bribery of national public)

b) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi

82 Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka
Pendidikan Anti Korupsi”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018, him. 137
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internasional publik (bribery of foreign public official and officials of
public international organization)

c) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh
seorang pejabat publik (embezzlement, misappropriation or other
diversion of property by a public official)

d) Memperdagangkan pengaruh (trading in influence)

Penyalahgunaan jabatan.atau wewenang (abuse of functions)

W
U W “ ﬁs 'j L& aimana telah diubah

e L]
dengan Undang:u ”NE'@ l‘m ¥ 20, Tahun! 2001 tentang Pemberantasan
i

Tindak Pidalh’ﬂtﬁmps‘i,‘ym me

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

enguntungkan diri sendiri

atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah
dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi,
yaitu:

a) Merugikan keuangan negara.

b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau
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a)
b)
c)
d)

Orang Lain atau Suatu Korporasi.
Penyuapan.

Penyalahgunaan Jabatan.
Pemerasan.

Kecurangan.

Benturan Kepentingan.

Gratifikasi.

&
UNISSULA
A2l Yl Zoalolio! gl

Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.

Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.

Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau
patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
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)

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

ﬁ EI@ m g% 'j IS ﬂ embiarkan terjadinya
o '&fﬂaﬂ.!{léaﬂ;:mﬁ:mb

pegawai negeri yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat
berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain,

atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau

73



membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang
digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat
yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan
orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat,

W
CNISSULA
MMF'&%‘?"&'?.‘%L-;RM!@-

L
|
seseorang atau korpo

di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak
pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak
terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya
dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya

penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan
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hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.
4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana
khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih
terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut

/
(Lex Specialis Daragat Le 3-{3 a1i); Dengan ka: fl'ain Pasal 103 KUHP
N ar iﬁﬂf}ﬂﬁhﬁﬁﬂml@

|
KUHP untuk mengesampi

dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk

ang-undangan di luar

ntuan yang telah diatur

ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di
Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960

tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi,
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan,

rup

=,

si yang dilakukan oleh suatu

igunakan fasilitas, modal atau

N\

si-Peraturan Penguasa

¢ w N E J_Fsga"‘ 'j g ﬂ onsideran Peraturan

) m ; L] L 1]
Pemerintah \Pe w---lﬁ“l-"?'..j”@iru j‘uﬁﬂn@ﬁfﬁﬁ"‘m- 4 Tahun 1960 tentang
\

2 1
L1
Pengusutan,'PE'rTumman‘dan Pemeriksas

bahwa:8

ak Pidana Korupsi disebutkan

a) Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara
atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan

atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat,

8 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2016, him. 17
84 Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
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misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan
dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa
aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang
pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas
perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.

b) Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan

Penguasa Perang epala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April

1958 No. Pt 13/19! peraturan-peraturan

v
@ @gﬁ n g g w va ﬂ. g f{’emerintah Pengganti

A\ el - 14
jan ~-‘-H*ﬂ-yléﬁ{'.!Iﬁwp‘-!ﬂ-:?{th- usutan, Penuntutan dan

ai hasil yang diharapkan
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai
berikut:®
a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan
/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan,

Penuntutan dan Peme

-Tindak Pidana Korupsi berhubung

dengan ~w I kurang mencukupi untuk dapat

' ) % ndang Nomor 3
,-u-..--. g ] )e‘iingkan dengan

W Inya tindak pidana

korupsi ba U mr.u‘ g g g u ng’ ﬂ baru mau tidak mau
harus tere ’fg”’!—yl. MPL Urid3 ..1-11'#1?%@&: .

but maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31

cu

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian

konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya

8 Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

8 Mahrus Ali, Op.Cit, him. 22.
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yaitu:®’

a) bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara
atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional,
sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945;

b) bahwa akibat tin yang terjadi selama ini selain

“’*_// c egaral «ate erekonomian negara, juga

1999 tentang
i
tidak sesuai lagi

' masyarakat, karena

A\ cathonl) 'ég&fi:ﬂ«'a;l-q:-‘mﬂ@b apkan lebih efektif dalam
men§e‘gﬁh‘dmb as tindak pidana korupsi;

d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan c¢ perlu dibentuk Undang-undang baru tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

87 Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak
berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

L
\ UNISSULA
! :wlh-g’léjﬂ S y/ang-selany

etapi juga telah merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara
luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai
kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari

8 Mahrus Ali, Op.Cit, him. 26.
8 Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan
secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

itution). Kejahatan tersebut
dapat diberantas dengan cara pre-emtif (yaitu menyelesaikan akar
penyebab terjadinya tindak korupsi), cara preventif (yaitu melakukan
pencegahan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum lain
yang terkait), dan cara represif (yaitu melalui penerapan hukum pidana).
Lembagalembaga yang luar biasa tersebut harus ada dalam setiap “cara

pemberantasan,” baik pre-emtif (misalnya mensejahterakan keluarga
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orang yang berpeluang melakukan korupsi), cara preventif (misalnya
menciptakan lembaga pengawas keuangan negara yang tangguh), dan cara
represif (misalnya menciptakan pengadilan yang terpercaya).
Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara represif selalu
melibatkan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam konteks inilah

diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka menghasilkan

G#
nanya jugakhusus tidek sebagal JIIrtfindak pidana lainnya,

yaitu mé ﬂ*-’-u"‘ig | EE_F‘?LM-.- umrrlﬂ- njara, dan pidana denda

(pidana p'UkUk)_SeTam‘ it

tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf

ijatuhi beberapa pidana

a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi).

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana
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korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli
hukum yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam
undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang

L)
w w n g g “ L ﬁ?i ooanti adalah salah satu

hukumaﬁ ) *-*'!LL‘-IUH ﬁ?ﬁqﬁ*!:\?}m#ﬁ;ﬂ@- ak Pidana Korupsi (TPK)

yang harL}S_dTb'ayHr_GIEh

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak

pidana korupsi”.

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang dijatuhkan kepada
terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas

negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan
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(subsidiair) bila tidak membayar uang pengganti.

Dalam Pasal 34 huruf ¢ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan
Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya
mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan
selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang
Hukum Pidana).

Viktimologi merupakag:ilmu atau disiplin yang membahas tentang

/e dan bila menghubungkan masalah

@ N l g-g w Irut ﬂ, dang-undang tentang

A e : L] (1] .
Ly .h..u;a:{,ylé, o Lﬁﬂﬂlﬂ@iﬁ&‘ﬂ.?v ( pengganti.
\

ak bahwa pengertian uang
pengganti menurut Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang
dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan
pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian
negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Namun pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda
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pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata.
Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan
yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi menyangkut
perbuatan korupsi yang telah dilakukan.

. Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari

akibat tindak pidana -: g dapat merugikan keuangan negara atau

¥ .
U N ﬁ g 5 U Ldi ﬂo‘ /éarena korupsi adalah

1 - -
suatu perht fﬂ?ﬂﬁ-?léﬁiﬁﬂﬁlnﬁﬁmhﬁ Im yang merugikan atau

i
L1
dapat merL']gTRan‘kan'ga‘rr n‘éga 5

harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan

kerugian negara tersebut

kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang
terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk
mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud
uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana

tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan
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terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan
kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk
membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat
dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas
untuk negara atau terdak\!v a sekali tidak menikmati uang tersebut,

atau telah ada terdak xgglah dihukum membayar uang

e g é |
MNISES WA mberantasan Tindak

] rr:fl-l's.y | ﬁ?s“L‘rﬂd‘»-ﬁuVap-n 20 Tahun 2001 Perubahan

Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana
tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18
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(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk

atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk
perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi

dilakukan, b? git:pula dari barang yang mengantikan barang-

barang:ters

ak-hak tertentu atau

&
vanghaps: $ clufU alau scbagian  keuntungan tertentu,
‘ miwayléﬁb!!ahﬁml@ Jleh Pemerintah kepada

S

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana

it

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
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mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari
pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang
ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan.

Sehubungan an a kalimat “dapat dijatuhi pidana

dengan 2

tambahan” dalam Pasal a aka penjatuhan pidana tambahan
.-" -\- -
dalam . @MM adalah fakultatif, artinya

na tambahan bagi

grtimbangannya

uga bermaksud

v
u ﬁ::a a E g aﬁ Vak ‘i; a sama dengan harta

benda y; ' el ’!-g '16? 'lc idana-k i‘tﬂ‘- asal 18 ayat (1) huruf b

ecara yuridis hal ini harus
diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah
kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh

terpidana.

% pP.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 2011),
halaman 84
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Oleh karena itu perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan
ahli (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) yang
dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta
benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang
dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan
yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-

banyaknya sama dengan ,. rta-yang diperoleh terpidana dari hasil tindak

-

.".-.

L
u N “ g S w L ﬁ aturan yang mengatur

';\"’u*!-[? qiﬂiﬂﬂhﬁﬂﬂ!ﬁh' ubungan vertikal dan
annya (Allah swt) dalam
kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat
kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang
luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul figih
disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam.

“Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah

% 1bid
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SWT.%

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi
dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak
tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra
(dosa besar).%

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat

Islam bertujuan untuk mewujudkan. kemaslahatan bagi umat manusia dengan

apa yang disebut sebagai-ma syaria 'ah. Diantara kemaslahatan yang

K 1t \ t(hifdzul maal) dari berbagai

tuntunan agar

oral dan sesuai

'ffidak mencuri, tidak
f

- G2
curang dalarg ran dan imbangan, tidak korupsi, d lain sebagainya.®*

) e ; L] L 1]
ol """"Euﬂ'r!‘j’ I@?ﬂ"h”‘ﬂlﬁlp@m i‘!,l_?-'i surah Al-Bagarah:188.
Ay

Gl S5l Vi b iRl AT T Gy Tsip S oy ARl 13505 ¥
&galis il LY

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain

92 Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, Hukum Islam Dinamika dan

Perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta, 2008, him 11

% Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan,

Jakarta, 2010, hlm xiii.

77.

9 Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Kholam, Jakarta, 2008, him.
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di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
9595

mengetahui.

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

P 15 B8 5383 K5 1 ) gl AR a0 13 135 o) G

. ¥
dengan apaya w N ﬂ E‘g i}; W | )8 ﬁ, / lah berfirman,"Wabhai
para rasul, I' ’-' n-- l‘llﬁfrylé:%?!jﬂluﬁ““ﬂ-?- rjakanlah amal shalih.
i

Sesungguhnyamg 3

juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik

atian kerjakan". Dia (Allah)

dari yang Kami rizkikan kepada kamu,” kemudian beliau (Rasulullah)
Shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar,

berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit

% Al-Hikmah, Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.
% 1bid him 83
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(seraya berdo’a): "Ya Rabb..., ya Rabb...," tetapi makanannya haram,
minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu
yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang
berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”(HR Ahmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama figih, secara

perang. Baran&ﬁmymg’b@rk I ala anrampasan perang itu, maka

pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu,
kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan
9998

dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu

97 Setiawan Budi Utomo, Figih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Press
Insani, Jakarta, 2003, him. 20
% Al-Hikmah, Op-cit, hal. 71
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Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang
diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada
dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang
berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk
dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan
umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebu di atas

yang menegaskan bahwa A. Tid ak mungkin berlaku korup dan curang
dalam amanah harta pub .'//\\ ) perang. Bahkan Nabi mengancam

J

|I korupsinya
oIeh Khalifah

L
u N l ‘@»5 W Lﬂ. mukan dalam khasanah
II'-, At é’ Iéﬁﬁ{ﬂ#ﬂﬁlw@'ﬂ'ﬂﬂﬁlﬁ- ari dan ditelusuri dalam
|

dikutip Abu Hapsin,

memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan
melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau
korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat

diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan
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alghulul *®

Definisi Takzir menurut syara’ adalah hukuman yang bersifat
mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat
(penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman
yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang
sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi

pemberlakuan  sanksi tersebut. Dalil

u W ; s'ﬁig- u a_ﬁ an takzir dan mendidik
" f"'fuﬂ"y l "ﬁﬁ?{u?t'&m «.‘ﬁn,ﬁ farat dan tidak memiliki

sanksi yang dltentukan oleh syaﬁ‘ engan cukur rambut (tidak beraturan),

pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual
khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana
Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan

(disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat

9 Abu Fida® Abdur rafi’, Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs, Republika,
Jakarta, 2006, him. 2.
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dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta
memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya.
Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuali

dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:
a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada

pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap

ala dilakukan dengan

L
w‘ i'ir ﬂ EE U ﬂﬁ nidana di tempat-tempat
uh 1""5""""1'["\!'}_.;F ',”fjﬁ‘?![:;?’:ﬂl--\ff-l'-'!l!!,@h an di media massa, Koran,

—

c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah
sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang
enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-
Rabi’, Ka’ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan
mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada

yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam
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surah al-Taubah:118
M) e iy S Uy G pgile i 1l i Tl gl A i
A5 G 3 40 & Tsh st gl S BB ) dw b LB 385
“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa
sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah

(pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak

W
U NiISSY Lﬁ untuk melukai atau
_J-";’ ?A{L 5K erianya, sebaliknya bertujuan untuk

anifah, minimal deraan
sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam
Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki
demikian.

f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini

seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan

100 Al-Hikmah, Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, him. 206
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yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang
mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali
lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri
hukuman.”

g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang,

penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling

sebentar satu hIing lama tidak ditentukan karena tidak

disepakati -. /\ Q ,
ma eaiﬂéo ch me i satu tahun, dan menurut

AL

: korup5| hukuman

eadaan genting atau

L
UNISSULA
atlal !@ﬂ;ﬂ.‘a!.--;::m'.@ .

dengan sanksiLb'a'gi—p'Gl’akU_ko I merupakan bentuk pidana yang khas

cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif,

maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada
saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela,

memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta

101 Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, Koruptor itu Kafir, Mizan,
Jakarta, 2010, him.37-38
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dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan

tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

-

UNISSULA
HM]@@DI s l?-
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat
Ini

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, melalui Pasa 18 aya 2), memang menetapkan jangka waktu

sidana untuk melunasi pidana uang

ﬁaman pidana pokok

/
atas pasal ye; 10 'r’ N ! % 5 n-' f A N/penjara pengganti atas
'-f" 2l @"'Uel«wmlﬁ J

ghingga pada prinsipnya

bertujuan untuk menambah hukt-Jman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan
kepada terdakwa. Dengan demikian, maksimal ancaman pidana tidak dihitung
dengan cara mengakumulasikan ancaman pidana pokok dengan pidana
tambahan. Ancaman pidana pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan
maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan.

Terkait dengan sanksi pidana berupa pidana tambahan yaitu

pembayaran uang pengganti ini, terdapat pengaturan dalam bentuk Peraturan
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana

Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam
Bab IV tentang tentang Eksekusi Uang Pengganti Pasal 9:

1. Apabiladalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan

hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti,

Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki

terpidana.

terp ,{ ; D8 —m ang pengganti, Jaksa wajib
m ﬂ; ate - arn 4

a perampasan aset dalam
pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan jika Terpidana tidak
membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kemudian Jaksa
dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnya melelang
harta benda tersebut untuk menutupi uang pengganti. Oleh karenannya, uang

penggganti mempunyai sifat imperative dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal
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ini yang membedakan uang pengganti dengan denda yang mempunyai sifat
alternatife dengan pidana kurungan penggantinya.

Korupsi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat
parah, yang tidak mudah untuk di hapuskan karena sudah mengakar terlalu
dalam di bangsa kita Indonesia. Di butuhkan suatu lembaga Pengadilan Khusus
untuk dapat menyelesaikan permasalahan korupsi dan juga dapat

menegmbalikan aset negara yang felah hilang akibat korupsi tersebut.’®” Oleh

karena itu untuk dapat BLETAL atau memulihkan kerugian keuangan

atau pereko tindak pidana korupsi maka perlu memberikan
pidana Yielor G& 1 ang ertai perampasan harta

i
.-"'

d
w I@ ﬂ g ‘[ig w l— "-‘ én hukuman terhadap
';ﬁﬁﬁ.gl@ﬂ;ﬂ!.‘? 1gan pidana’ penjara dan kurungan,

L1
melainkan juga"TrTe‘IHM‘Urraya‘-upﬁ“ya than kerugian keuangan dan

perekonomian negara dengan cara melakukan penyitaan dan kemudian disusul

dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa
melalui suatu putusan pengadilan. Bahkan, terdapat pula alternatif lain dimana

dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan

102 Efj Lalila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Jakarta: Solusi
Publishing, (2010), him.5.

108 Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,
Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun ke XXII1 No. 275, Oktober 2008
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terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri,
meninggal dunia atau terdakwa yang telah diputus bebas dalam perkara tindak
pidana korupsi tetapi terdapat indikasi kuat telah mengakibatkan kerugian
negara.

Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang

digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak

pidana korupsi sebagaima 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

/
mbanguna ﬁvg emyata fidak he ya berdampak positif

: M’“@E lfj?’ﬁ.":{ﬂl-ﬁmﬁ!{-‘k asyarakat secara umum
L1
akan tetapi jug"a—re'rdarfat_d’ampa'l? egatit terutama yang merupakan tindak

pidana dan juga kejahatan yang fenomenal yaitu tindak pidana korupsi. Tindak

pidana ini tidak hanya merugikan terhadap keuangan negara tetapi juga hak-hak

sosial dan ekonomi masyarakat.'%

104 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, sinar Grafika, 2008, him, 1. Ridwan, Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat, Kanun Jurnal IImu Hukum,
Vol. 16, No. 3, 2014, him. 385-399.
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Istilah Kkorupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruption atau
Corruptus, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan
menghina, atau memfitnah. Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus
Umum Bahasa Indonesia diartikan sebgai perbuatan curang, dapat disuap dan
tidak bermoral. Adapun pengertian korupsi menurut Kamus Hukum, korupsi

adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara

(13

langsung atau tidak, meru hgan negara. % Pengertian menurut Kamus

Hukum tersebut terdapa nemperkaya diri” dan * merugikan

&2
ebagal’ korbad, -menjadikan, ftindak pidana khusus ini

mempunyai c'ill Muﬂyléﬂﬂﬁﬂﬂhﬁ:mﬁl@ na tambahan berupa uang
pengganti yangk"SFb'Erumﬁya‘deaﬁTn asal 10+ (Kitab Undang - Undang
Hukum Pidana) jenis pemidanaan meliputi;Pidana Pokok, Pidana mati, Pidana
penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, sedangkan Pidana Tambahan yaitu
Pencabutan hak-hak yang tertentu Perampasan barang yang tertentu dan

Pengumuman keputusan hakim.

85.

105 Simorangkir, Rudy T Erwin, Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, him,
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Bentuk pidana tambahan yang berbeda dari ketentuaan KUHP tersebut
sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama
(Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dan ketentuan tersebut tetap masih ada
dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
berlaku sekarang. Ketentuan adanya pidana uang pengganti menjadi penting

dikarenakan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku

tindak pidana korupsi ha embalikan atau diganti, guna pemulihan
kerugian yang dialami ole I ai-korban dari perbuatan koruptor.
ari keuangan negara itu

(1).¢ q‘? Nemor 17 Tahun 2003
*, h 2
) all

HE .,,!., de a ‘ p'lla segala sesuatu

7 VN
: negard abalch-seritiajhak dan k han negara yang dapat
n\L Myl@%ﬂﬂl-ﬂ?ﬁehﬁ a uang maupun berupa

5 )

dan kewajiban tersebut. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara dalam
penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa
“keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang
dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak
dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan

pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun
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daerah, dana dikarenakan berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban BUMD/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan
yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal
pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pemahaman tentang keuangan negara perlu perhatikan karena erat
kaitannya dengan akibat dari tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana

korupsi ini dikategorika agai-. delik formil dimana tidak diharuskan

timbulnya akibat, ety vidana uang pengganti tentu sangat

berhubungan dengan i0ian keuangan nadara.-Secara normatif berdasarkan

%

Ka Jndang ahu 4.dinyatakan kerugian

o
u N‘ 1 9 g ﬁj U ﬂ "fdelik korupsi sesuai

A . I
ketentuan Pasg "‘4'-"-’-]"'"?'? I&"ﬂlﬁuﬂln[ﬁﬁﬁ FaS

i
L1
telah terpenuhf_dan_remunya

menjadi hal yang wajib. Tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian

indak Pidana Korupsi

pe kerugian yang akurat
keuangan negara adalah: (a) Untuk menentukan jumlah uang
pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti
bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(b) Sebagai salah stau patokan/acuan jaksa untuk melakukan penuntutan
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mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai
pertimbangan dalam menetapkan keputusannya. (c) Dalam hal kasus yang
terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya, maka perhitungan

kerugian negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Inya ditentukan
jan yang diberikan
or 15 Tahun 2004
Tentang Pe I' leriksaan Pengelolaad Da u 1ggung. "fKeuangan Negara.
Penghiifiga- kedugiar iiegare yang (il / an oleh BPK melalui

i
|1
beberapa tahap%ﬁ:‘(I)‘MEh‘gTdenn 1ka

menetukan jenis penyimpangan, menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit,

angan yang terjadi, dengan

meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara,
menentukan penyebab kerugiannya dan mengidentikfikasi waktu dan lokasi
terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum. (2)
Mengidentifikasi transaksi, meliputi identifikasi jenis transaksi dan jenis

kerugian. (3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti
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terkait hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan atas
kasus yang diaudit. (4) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara,
berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan diverifikasi dan
dianalisis kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas langkah-langkah tersebut
akan menghasilkan suatu perhitungan kerugian keuangan negara yang
diakibatkan oleh tindak pida korupsi, dan menjadi acuan jaksa dalam
mengeksekusi pidana -

ialiC]

echadap terpidana, sehingga proses

elaksana ioa /w ol \\‘

1 ( benda terpidana

*ﬁ \
1" ndang-Undang

'_I_
7

itu berupa perampasan,

L
u rsebut digengertini oleh fakta dipersidangan, dimana

1 ain I%nua‘wﬁ!‘rlﬂ gat penting untuk dapat

diterapkannya %Eﬁkﬁ‘p‘i’dan’a_pem*ba ara

pengadilan, karena sanksi pidana pembayaran uang pengganti dapat diterapkan

engganti dalam putusan di

jika terbukti bahwa terdakwa menikmati secara pribadi harta benda hasil tindak

pidana korupsi yang dilakukannya.'%

106 Caroline Kasemetan, Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi, Universitas Atmajaya, 2014, him. 7
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Sehubungan dengan kerugian negara dalam prinsip gap-filling yang
memberi penekanan kepada peran serta aparat penegak hukum dan para
pengguna hukum di dalam merealisasikan, menggunakan dan menerapkan
hukum itu sendiri, pendekatan pada prinsip ini adalah menghindari loss pada
cost terkecil. Kata loss disini tidak terbatas pada pengertian kerugian namun
juga kekurangan, ketidaktepatan, pengurangan dan penurunan, sedangkan kata

cost dalam konteks ini meya, risiko, dan kelemahan.*” Dalam

penerapan Pasal 18 Undang perantasan Tindak Pidana Korupsi,

terkait dengan _teof > q | jakse g.-serius atau lemah dalam

C )ang pengoanti ma \‘ aya tingkat kerugian

w W ] g E u e ﬂ. erugian maka pidana
'?'-*’uw-? l@ men. untuk- mengembalikan keseimbangan

tersebut.

Merujuk Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti harus segera dilaksanakan karena
dalam jangka waktu 1 bulan jumlah kerugian negara sebagaimana yang

tercantum dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap

197 Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, him, 48.
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harus sudah selesai pembayarannya, guna tercapainya tujuan pidana uang
pengganti yaitu sebagai bentuk pengembalian atau pemulihan kerugian negara
akibat tindak pidan korupsi.1%

Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran
uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena

serangkaian proses hukum yang harus berlangsung mulai dari tahap penyidikan

i nominal sesuai

aannya bisa
f

w w g Eﬂal&; u L& / uatan hukum tetap

(inkrach) karena e Rli i:f?!:i'aﬂ-mﬁt':ﬂr:‘r,ék gan harta benda terpidana
L
|

yang disita pad"a‘tah’ap‘p'e'ﬁy'rd

uang pengganti yang sudah ditutupi sebagian atau seluruhnya dengan hasil

jumlah nominal pidana

lelang dari harta benda sitaan tersebut, bila jumlahnya tidak dipenuhi
seluruhnya baru dilakukan penagihan terhadap terpidana untuk membayar

seluruh dari nominal jumlah uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan.

108 Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang, Bayu
Media Publishing, 2005, him, 354.
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Pelaksanaan pidana uang pengganti merupakan bagian dari eksekusi
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang
jumlah serta hukuman subsidernya tercantum dalam amar putusan dimana
pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga kejaksaan, kewenangan eksekutor
tersebut berlandaskan Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Kitab UndangUndang
Hukum Acara Pidana, Pasal 6 dan Pasal 30 huruf b Undang-Undang nomor 11

Tahun 2021 tentang Kejaksaan Negeri Indonesia.

.".-.

¥
w W 5 E w Dal ﬂ ang yang menggantikan

e L]
"*"’uﬂ“g léﬂ?{;?uﬁlnﬁ&ih!h?« erampasan dibutuhkan

L1
kepastian keterkaitan harta benda terpi indak pidana korupsi yang

telah dilakukannya, baru bisa dilakukan perampasan yang nantinya juga akan
turut melunasi beban uang pengganti.
. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
Berbasis Nilai Keadilan

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat

tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau
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perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut
diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.
Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam
perkara korupsi.

Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak

diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus

alrsatu cara:yang dapat dipakai
2

eb mewajibkan
f

2k pidana korupsi

uang peng Gammne / hanyalah pidana
' /

tambahan, rT u N’ ﬂ 5-‘5‘5 w ﬁ.,ﬂ /

fnembiarkan terdakwa
At g peGbanii, Sebagal Cara

if

memulihkan kerugian

erbukti dan menyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar
uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan
kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama
sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah
dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih

dari pihak lain.
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Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata
dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga
terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Sehubungan dengan
adanya kalimat "dapat dijatuhi pidana tambahan" dalam Pasal 17 tersebut, maka
penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya
adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu

pidana tambahan bagi setiag. dakwa yang diadili, melainkan terserah

padapertlmbangannya ar- ] enjatuhkan pidana pokok, hakim
S ngenai besaran
gan harta benda

¥
nyata dan pa rlahiya sebagai-akibat [perby elawan hukum baik
' L Mu"ﬂwéﬁiﬁuﬁl-qiiﬂab
i
!

kwaan dan tuntutannya
memasukkan hukuman uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti adalah
salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-

109 p_AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2011,
hal. 84
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banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi.1°

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran
uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini hal tersebut

harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah

e - 4 /
w acara hukum dengan
¥

vnigsvlﬂ lomor 20 Tahun 2001

A e ; L] L1}
Tentang Perubg ﬁ“ﬂ‘lﬂﬂy I@j‘rﬁL"!kﬂ.u}nﬂm‘,@- Tahun 1999 Tentang

al ketentuan terkait secara
represif, yaitu dengan menerapkan upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi dengan menghukum terpidana dengan pidana penjara dan denda,
serta menjatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan

dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan

110 Syrat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18
Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang
Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia 1
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negara. Berbeda halnya dengan pidana denda, pidana pembayaran uang
pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan
pidana pokok sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 10 KUHP.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan
sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut,
terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

yang diperoleh dari hasil tindak pidana

banyaknya sama dengan m 3

korupsi dan bukan semata ah- kerugian keuangan negara yang

diakibatkan

g anja pidana tambahan berupa
3 =/ eNg aka terr ang waktu 1 (satu)
-___.-'

) /
W N i :s @ w ul & lang pengganti yang

nrﬂ**&gléa‘.g;:l‘eﬂ..@ﬁml@ Pengadilan Negeri yang
L
|
mengadili perkara. Dalam hal pen

dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta

bayaran uang pengganti

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata
sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Kemudian harta benda
hasil korupsi yang sebelumnya telah disita terlebih dahulu oleh penyidik akan
diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus

dibayarkan terpidana.

114



Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan
setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht),
terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan
berupa pembayaran uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan
pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan
mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang

ditandatangani oleh Jaksa dan.te

.".-.

pidana kepada Pengadilan Negeri yang

mengadili perkara.

o
w N E@ w LA enda dapat disita oleh

MM’*’E ’@ﬁ"{iﬁﬂ&l.ﬁﬁ.‘mﬂ@- nenutupi uang pengganti

yang jumlahnya I engadifanyang telah berkekuatan hukum
tetap. Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup
untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana penjara yang
dijalani terpidana yang lamanynya tidak melebihi dari pidana pokoknya.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang
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sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang
pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan alternatif pidana
berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi
uang pengganti. Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan
pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana

arnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada

,I kg B-é"i afl korupsi Malikamah Agung (MA)

contohnya dal3 LL""'JJ I@r. '#“ﬂiuﬁ'—?ﬁﬂﬂ@- an uang pengganti tanpa
L
|

pidana penjara 's‘umm@rwba'ga 1t

uang negara.

erdakwa mengembalikan

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan
jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak
mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara

subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.
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Sebagai contoh putusan Nomor 6034 K/Pid.Sus/2023 Mahkamah
Agung memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan
terdakwa Abdul Manab bin Nubeh (34 Tahun) Menyatakan Terdakwa Abdul
Manab bin Nubeh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang-lain atau suatu korporasi yang merugikan

Sosial Republikk_rerD'n'e'si’a_me'mf)\ I osial Program Keluarga
Harapan (PKH) kepada keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut
sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dana bantuan tersebut
bersumber dari DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021;

Bahwa Terdakwa Abdul Manab Bin Nubeh selaku Pendamping

Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten
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Bangkalan Tahun 2018 yang melanjutkan tugas saksi Nurus Zaman, Bin M.
Hamim selaku Pendamping PKH Kecamatan Galis Tahun 2017 dan untuk
melanjutkan tugas pendamping tersebut saksi Nurus Zaman telah memberikan
sisa kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada Terdakwa Abdul Manab
sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH,
selanjutnya kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara

pribadi oleh Terdakwa Abdul fab dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun

2021 teah diakuian pe .

tabungan da argam.sejahiers KH adalah sejumlah

UN'QQW{& belas ribu lima ratus
rupiah), namu MJJ"!"J &’{5{-?!4-'1  tirak diser kan Terdakwa kepada

yang berhak ya'kn'l‘k€p'a'd’a‘K‘€I

Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

Rp208.712.50
aat (KPM) Desa Kelbung

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH Desa
Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan
Tahun 2021 yang melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga
sejahtera/kartu ATM PKH serta melakukan penarikan/pencairan terhadap dana

Bantuan Sosial PKH yang masuk ke rekening KPM melalui agen
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BRILink/mitra Perbankan menggunakan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM
PKH milik KPM PKH dan juga melakukan pencairan dana melalui penarikan
tunai di ATM kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi
Terdakwa, sehingga Terdakwa benar-benar tidak melaksanakan pendampingan
PKH sebagaimana mestinya yang bertujuan untuk memastikan anggota

Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban

ersyaratan penerima manfaat PKH

sesuai dengan ketentua
mengakibatkan para penefi m K nerlma bantuan PKH sama sekali

yang seha i-seluruhnya dan digunakan
oleh Ke
__.r'
balikan yang
sejumi D06 ) Cratts Se g )dari total yang
dikuasai S Idelapan juta tujuh
ratus dua b ﬁelum dikembalikan

oleh Terdalf{l dulfManal Sﬂﬁ uben adalah Iah Rp18.712.500,00
(delapan belaél { ﬁu%j'm J”é’.*a‘.--ﬁ&ﬁﬁ[@- I.. i

sama dengan saksi Suliha Binti Ali, saksi Nurus Zaman, saksi Sulaimah Binti
Nasik, saksi Abdul Ghoffar Azis Bin Bunawi dan Syamsuri Bin Suyan tersebut
telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara  sejumlah
Rp4.254.165.769,00 (empat miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam
puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan

Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh
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Inspektorat Kabupaten Bangkalan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi
Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa
Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 Nomor
X.700/109/TT/433.206/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Manab bin
Nubeh, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan

dikurangi selama Terdakwa menjatani tahanan Rutan dan memerintahkan agar

\ Ilma puluh juta

J maka diganti

w N E E}' u @_“ J pengganti tersebut

e u*f'.!g : f""'L esar Rpi90,000,000,00 (seratus sembilan

Abdul Ghoffar Azis bin Bunawi adalah sebesar Rp18.712.500,00 (delapan belas
juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) apabila Uang Pengganti
tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan
memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan
dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti
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sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5
(lima) bulan;

Menetapkan agar uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan
puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa Abdul Manab bin Nubeh
ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai uang
pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke Kas Negara.

Pelaksanaan pidana uang.pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan

g
=

¥
[ w N ﬁ %}l_"' s QJ ind ﬂ Jllr"fkorupsi, hal tersebut
sesuai dengan | *""’u‘!:? !@ﬁﬂ;rﬂfﬂ_ﬁmls_a
i

ng menyatakan bahwa

ang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan
barang tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan perampasan dibutuhkan

kepastian keterkaitan harta benda terpidana dengan tindak pidana korupsi yang
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telah dilakukannya, baru bisa dilakukan perampasan yang nantinya juga akan
turut melunasi beban uang pengganti.t!

Mengenai pembayaran uang pengganti yang dilakukan secara sukarela
oleh terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b. dalam
pelaksanaannya bisa dilakukan dengan mencicil dalam artian tidak sekaligus

dilunasi, teknis pembayaran pidana uang pengganti tidak mempunyai aturan

yang konkrit dalam undang-undang-tentang cara pembayarannya harus secara

e

ukannya, maka
aitu pidana penjara

yang juga t& ah disabutkan dalam amaf putusan ‘pengadilan. Namun dampak
i ik “"‘"J‘l"'«»? i #741-* 'l=rl'r3*"'ﬂ-ﬁ A mencicil tersebut, akan

ng menjadi subsider dari

pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, karena ketidakpastian lunas
tidaknya uang pengganti tersebut dibayar, belum lagi dalam hal dilunasi dalam

persentase tertentu dari total jumlah uang pengganti, maka bagaimana

11 Wawancara dengan Tri Sutrisno, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung,
wawancara dilakukan tanggal 30 November 2024
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konsekuensi hukum terhadap narapidana perkara tindak pidana korupsi
tersebut. 1*2

Meskipun dalam pelaksanaannya mekanisme pembayaran uang
pengganti sudah banyak memberi kemudahan terhadap terpidana korupsi akan
tetapi tetap persentase terpidana yang tidak membayar dan lebih memilih
menambah jangka waktu pidana penjaranya yang merupakan subsider dari

pidana tambahan uang penggantinya

.".-.

: w N l ﬂ ﬂ U e ﬁ JIlr"5[u1uan pidana dalam

konteks teori, mfuﬁf-y!éﬁéﬁulﬂuﬁﬂﬁ!@- harusnya pemidanaan
L

L1
tersebut yang rﬁ'e'rrj'a'di'p'émb'alasaﬁ“d

oleh seseorang tidak hanya memberi efek jera terhadap pelaku dan dapat

a korupsi yang dilakukan

mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi serta dengan

112 Wawancara dengan Tri Sutrisno, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung,
wawancara dilakukan tanggal 30 November 2024

113 Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Korupsi, Kanun Jurnal IImu Hukum, Vol. 15 No. 2, 2013, him 55

114 Abidin Farid Zainal, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta 2005, him, 91
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dilaksanakannya pidana tersebut menjadi sarana untuk melindungi masyarakat
dan kesejahteraan Masyarakat.!*

Didominasinya pelaksanaan pidana subsider dibandingkan pidana uang
pengganti, bila kita melihat dari sisi yang berbeda seolah-olah keberadaan
pidana subsider bagi terpidana korupsi yang tidak membayar atau tidak lunas

membayar uang pengganti sebagai alternatif lain deberi hukuman pidana

L1
Fenomena tidak‘t@rcapaiﬂya—rujué'h- art sebuah aturan hukum dimungkinkan

karena adanya pergeseran nilai-nilai sosial, terutama dalam hal tinggi
rendahnya nilai suatu kebebasan, dan kemerdekaan hidup seseorang dan
beberapa kliennya yang terjerat kasus korupsi juga lebih memilih menjalani

hukuman subsider saja karena penambahan pidana penjaranya tidak terlalu lama

115 Sholehuddin M, Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track
System & Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, him.41.
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sehingga tidak merasa dibandingkan dengan kehilangan sumber financial yang
seiring berjalan waktu terus berkembang. Keterangan tersebut menjadi salah
satu contoh paradigma masyarakat yang berubah terhadap pemidanaan,
sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan hukum kerap tertinggal dengan
perubahan masyarakat, kiranya menjadi bahan evaluasi ke arah perubahan

hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan

Pidana tambahan ~dalam kasus tindak pidana korupsi

= .

nd slglleis gib] C nemenuhi dua sasaran utama,
ostoras encegahan, dalam kerangk: gidana. Dalam kasus

& \\

¥
UNISSGLA
'“"u*ﬂy !@'ﬁ@{:ﬁu@hﬁ-ﬁm%@ grugian  finansial ~ yang

i
L1
diakibatkan oIe"hTm‘dak‘pi‘dan

untuk mengembalikan dana yang dicuri atau diselewengkan ke kas negara atau

baiki. Tujuannya adalah

rekening publik. Penghitungan uang pengganti ini sering kali didasarkan pada
nilai kerugian yang terjadi, disesuaikan dengan inflasi atau faktor ekonomi
lainnya yang memengaruhi nilai riil dari dana yang disalahgunakan. Untuk
mencapai keadilan, beban penggantian disesuaikan dengan peran pelaku dan

tingkat kerugian yang ditimbulkan, sehingga peserta yang memiliki peran kecil
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tidak dihukum secara berlebihan, sementara pelaku utama bertanggung jawab
lebih besar.

Meskipun uang pengganti berfungsi sebagai tindakan hukuman, hal ini
juga bertujuan untuk pemulihan keuangan bagi negara. Pada saat yang sama,
kemampuan pelaku untuk membayar harus dinilai secara realistis guna

menghindari hukuman yang berlebihan atau ketidakpatuhan praktis, seperti

pemenjaraan yang lama karena ampuan membayar uang pengganti

-‘//\
i

yang tidak realistis. Ketent

o

aset dapat a amengatas alah ini
Pada a; L 1 3 erlan nenilai keadilan adalah

2 yang efektif

eadilan, yang

bagi pencegahan dan

L
UNISSULA

retllol)| G Lok yisale
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan
instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan

koruptif.  Pelaksanaannya-. didasarkan pada Undang-Undang

=

nya dihadapkan

m ya ang, identifikasi

instansi terkait, dan

[ﬁj Ix@ @ g'el':* u Lﬂ an kepastian hukum,

keadilah ﬂu’“y !@@hﬂlml.q‘-?m-ﬂ,g- erugian negara secara
efektifgan‘e‘r'r;i@n._' ol

2. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak

pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan
memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, implementasinya masih
menghadapi tantangan, termasuk dominasi penggunaan pidana penjara
subsider oleh terpidana yang menghindari pembayaran uang pengganti,

sehingga pemulihan keuangan negara berjalan lambat. Mekanisme
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pembayaran, baik tunai maupun mencicil, serta kerjasama antarinstansi
menjadi penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pidana ini.
Keberadaan pidana subsider yang terlalu ringan juga menimbulkan
potensi pelemahan dalam upaya pengembalian kerugian negara secara
cepat dan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan
dan evaluasi regulasi untuk memastikan pidana uang pengganti dapat

i-keadilan, pemulihan kerugian negara, dan

mencapai tujuanny

.
U h'q l sg w Lﬂ memastikan pemulihan

ﬂw??'éﬂfﬁj!“ ~fektif dan memberikan efek jera yang

lebih kl:
2. Masyarakat perlu meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan
penggunaan anggaran publik di tingkat lokal maupun nasional,
termasuk melalui pelaporan penyimpangan yang terindikasi korupsi.
Kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk korupsi, baik melalui
dukungan terhadap transparansi pemerintah maupun kontrol sosial

terhadap pelaku, dapat menjadi upaya nyata dalam mencegah kerugian
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negara dan mempercepat pemulihan keuangan akibat tindak pidana

korupsi.

UNISSULA
HM1@@DI s l?-
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